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PUTUSAN
Nomor 1706/Pdt.G/2023/PA.Bm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata
pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX XXXXX
X, RT.001 RW.001 Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota
Bima dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iwan
Adisusanto, SH, adalah advokat yang berkantor di jalan Gindi-
jatiwangi  Lingkungan Muhajirin  Rt.015/Rw.06, Kelurahan
Jatiwangi, Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan
Nomor Register 716/Sk.Khusus/2023/Pa.Bm tanggal 15
November 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24
Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada
hari itu juga dengan register perkara Nomor 1706/Pdt.G/2023/PA.Bm,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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1. Bahwa, pada tanggal 15-12-1981 Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima berdasarkan
Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/19/111/9/82 tanggal 03-10-1984 ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di rumah anak kandung Penggugat dengan Tergugat di Gorontalo
Kecamatan Komodo NTT;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang

anak yang bernama:

. Abdurahman Umar Farid (L), Ttl, Bima, 09-11-1982 , umur 40 tahun

Fadli (L), umur 38 tahun

Wardan Tunisa (P), Ttl, Ruteng, 17-12-1991, umur 31 tahun,

Rafikah (P), Ttl, Labuan Bajo, 14-08-1998 umur 25 tahun dan sekarang

anak-anak tersebut  telah menikah dan hidup masing-masing ;

P wDdPE

4. Bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terus-
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain : Termohon
suka berhutang uang kepada orang lain dan Tergugat suka menjual
barang-barang milik bersama seperti emas,lemari dan barang-barang
dagangan lainya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan
uang tersebut digunakan untuk befoya-foya

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2022 yang akibatnya
antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai
sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat,
tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh
keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
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rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian
merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan
permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan yang
berlaku;
Berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan ini dan
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq Ketua dan Anggota
Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan
sebagai berikut :
Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;
Subsidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan

pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat
menempuh upaya mediasi dengan H. lhyaddin, S.Ag., M.H., sebagai mediator
dan upaya mediasi telah dilaksanakan namun berdasarkan laporan mediator
tanggal 08 November 2023, mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut
tidak berhasil;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban
secara tertulis sebagaimana terurai secara secara lengkap dalam Berita Acara
Sidang pada tanggal 08 November 2023 yang pada pokoknya menolah
gugatan Penggugat;
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Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara
lisan sebagaimana terurai secara lengkap dalam Berita Acara Sidang pada 15
November 2023 yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat tidak datang mengahadap
kepersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan
ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A.Bukti Surat.
1. Fotokopi Surat Keterangan Domisisli atas
nama Penggugat Nomor 471/78/KM/X/2023 yang diterbitkan oleh
Pemerintah Kota Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Provinsi Nusa
Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen
serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi  Kutipan Akta Nikah  Nomor
189/19/111/9/82 yang dikeluarkan oleh KUA Bolo Kabupaten Bima Provinsi
Nusa Tenggara Barat tanggal 03 Oktober 1984. Bukti tersebut telah
bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya
sebagai bukti P.2;
B. Bukti Saksi.
Saksi pertama, SAKSI 1, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA. Saksi sebagai
Kakak Kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami
isteri;
- Bahwa, mengetahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
bersama di Labuan Bajo;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat

(4) orang anak;

Halaman 4 / 15 Putusan Nomor 1706/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat
awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tahu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat
terjadi sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
mulut;
- Bahwa, saksi hanya mendengar certa dari Penggugat bahwa
keretakan rumah tangganya denganTergugat karena masalah ekonomi
Dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat sering
berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat ini Penggugat dan Tergugat
sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun lebih;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat ini Penggugat tinggal di
Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima. Sedangkan Tergugat
tinggal di Desa Baralau Kecamatan Monta Kabupaten Bima;
- Bahwa, saksi tahu dari pihak keluarga Penggugat sudah
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam
membina rumah tangganya namun tidak berhasil;
Saksi kedua, SAKSI 2, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan xXxXxxXxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KOTA BIMA. Saksi sebagai
Ketua Paguyuban Bima Dompu di Labuan Bajo dan di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah
suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan
Tergugat bertempat tinggal bersama di Labuan Bajo;
- Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat sewaktu
dilabuan bajo;
- Bahwa, saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai empat (4) orang anak;
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- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat
awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi tahu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat
terjadi sejak 2021 tahun yang lalu;

- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
mulut;

- Bahwa, saksi tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar
adalah masalah ekonomi Dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat
dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat serta
hasil penjualan usaha bersamanya disimpan sendiri tidak mau
diberikan kepada Penggugat;

- Bahwa saksi melihat sendiri orang datang menagih Tergugat
sedangkan Penggugat tidak tahu menahu soal hutang tersebut;

- Bahwa, saksi mengetahui pada saat ini Penggugat dan Tergugat
sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun lebih;

- Bahwa, saksi mengetahui pada saat ini Penggugat tinggal di
Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima. Sedangkan Tergugat
tinggal di Desa Baralau Kecamatan Monta Kabupaten Bima;

- Bahwa, saksi tahu dari pihak keluarga Penggugat sudah
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam
membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak
akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan
secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya agar dapat bercerai

dengan Tergugat dan mohon putusan;

Halaman 6 / 15 Putusan Nomor 1706/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perlu mempertimbangkan terlebih
dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat
serta tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut
berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa
hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak
berperkara;

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat
kuasa yang di dalamnya, para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan
kuasa hukum para pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang
masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari
Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan
advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu
syarat sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang
terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg setiap orang yang
berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau
wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak
yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai
dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan
landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung
RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran MahkamahAgung RI nomor 6 Tahun
1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa
khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di
pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan
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para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek
sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak
dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat
kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang menjadi acuan dalam
menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa
berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4
Ayat (1)Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang
menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib
bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di
sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim pemeriksa memperhatikan dan
meneliti syarat dan ketentuan hukum yang wajib dipenuhi dalam peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan
keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang
diberikan pihak berperkara maka Hakim pemeriksa berkesimpulan bahwa surat
kuasa khusus dari Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus
serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai
advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili untuk beracara
di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah
pihak dengan cara menasehati Penggugat dan juga Tergugat di persidangan,
akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan mediasi di antara Penggugat dan
Tergugat yang dimediatori oleh mediator dari unsur hakim ternyata tidak
berhasil. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap
Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat
adalah suami isteri, dan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
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awalnya baik dan rukun akan tetapi pada saat ini sudah tidak rukun lagi dan
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah karena
Tergugat suka berhutang uang kepada orang lain dan Tergugat suka menjual
barang-barang milik sehingga dengan demikian Penggugat sudah tidak
sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan
memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, Tergugat telah
mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah
mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan
gugatannya;

Menimbang bahwa pada hari sidang berikutnya yang telah ditetapkan
Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak
pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang
menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah
perintahkan pada persidangan sebelumnya, sedangkan ketidakhadirannya tidak
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan
bahwa Tergugat tidak lagi hadir di persidangan, oleh karena itu pemeriksaan
perkara ini dilanjutkan dan diputus di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil gugatannya
telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat,
bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat, keduanya merupakan akta
otentik telah bermeterei dan dinazzagelen serta sesuai dengan aslinya
sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat
dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili
di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, oleh karena itu sesuai pasal 73
ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang
telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Bima
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
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Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada
pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah.
Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam
pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam
ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil
Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah
pada tanggal 15 Desember 1981,

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah
memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di
bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan
dapat dipertimbangkan substansi keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat di muka sidang telah
disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara
terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama
dan kedua adalah teman Penggugat, hal mana sesuai dengan maksud Pasal
22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg., sedangkan secara materil akan Majelis
pertimbangkan relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan
keterangan Dimana saksi pertama tidak pernah melihat pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat
telah pisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun lamanya dan selama pisah
keduanya sudah tidak ada komunikasi serta tidak ada nafkah lahir dan batin,
sedangkan saksi kedua Penggugat mengetahui sendiri Penggugat dan
Tergugat suami istri yang saat ini terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan Tergugat sering berghutang dan tidak menafkahi Penggugat dan
antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun
lebih dan sudah pernah dirukunkan dan didamaikan namun tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama penggugat
terkait penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepanjang
keterangan yang tidak diketahui secara langsung, maka Majelis Hakim menilai

bahwa khusus keterangannya itu dikesampingkan karena bersifat de auditu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti
Penggugat dan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta
hukum kedaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 15
Desember 1981 dan telah dikaruniai empat (4) orang anak;

2.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
satu tahun lebih;

3.

Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak ada komunikasi serta nafkah lahir maupun batin;

4.

Bahwa telah ada usaha merukunkan/mendamaikan kepada Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta
tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang
dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga
yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus
dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama
sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan
Tergugat sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami
maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi
pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat
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atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan
pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti
sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau
mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk
mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah
nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak
berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi,
maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan
Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan
terpaksa, dengan memenuhi berbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah
membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali
apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal
19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 116 Kompilasi
Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 jo. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019;

Menimbang, mengutip putusan Mahkamah Agung No. 3180 K/Pdt/1985

tanggal 24 Desember 1986, yang pada intinya sebagai berikut:
“Pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan
(onheelbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang
harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti
adanya cekcok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan adanya pertengkaran
dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan karena
Tergugat suka berhutang dan sering menjual barang milik bersamanya tanpa
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sepengetahuan Penggugat dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-
saksi Penggugat Dimana hanya saksi kedua Penggugat yang hanya
mengetahui dan melihat sendiri sedangkan saksi pertama hanya
mendengarkan cerita dari Penggugat sehingga bersipat deauditu Maka Majelis
Hakim menilai keterangan saksi pertama terkait penyebab pertengkaran
Penggugat dan Tergugat dikesampingkan;

Menimbang bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh penggugat
mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1
tahun lebih dan selama pisah keduanya sudah tidak ada komunikasi serta
sudah tidak ada nafkah lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat dalil-dalii dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti
kebenarannya karena keduanya telah berpisah tempat tinggal saling diam serta
sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri,
dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang sudah
sampai pada kondisi pecah (broken marriage) yang sudah sangat sulit untuk
disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina
rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-
undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah
keduanya telah lebih dari 1 tahun lamanya hingga sehingga telah memenuhi
ketentuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 Rumusan
Kamar Agama — 1l.a bahwa perceraian dengan alas an suamifistri tidak
melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/batin, hanya dapat dikabulkan jika
terbukti suamifistri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua
belas) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fighus Sunnah Juz I
halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim

yang berbunyi sebagai berikut;

Halaman 13/ 15 Putusan Nomor 1706/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
exsol 151 el wiolall o wllas ol azg il ol
6 sl plg> aro gl ¥ sl g gl ol
Login T e olall =g lelliol ¢
a5l aalls Lealls

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk

diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam
perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di
atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan
rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan
suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan
talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain
sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini
dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50
Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara’
yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Salim Sayid Bin Alwi)
terhadap Penggugat (Kalisom alias St. Kalisom Binti Agil);
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3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp780000,- ( tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Miladiyah
bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah oleh Dra. Hj.
Khafidatul Amanah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.HI.
dan Solatiah, S.H.l., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh
Nurfauziach, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat
dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Uswatun Hasanah, S.HI. Dra. Hj. Khafidatul Amanah,
S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Solatiah, S.H.l. Panitera Pengganti,

Nurfauziach, S.Hl.

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran ' Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ' Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 440.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama : Rp. 20.000,-
5. Biaya Sumpah ' Rp. 25.000,-
6. Redaksi : Rp. 10.000,-
7. Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah ' Rp. 780.000,-

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)
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